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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

coa.

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

bahwa agar perencanaan program  strategis
pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu
disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
menetapkan program dan kegiatan pembangunan
selama 4 (empat) tahun untuk memberikan
landasan kebijakan dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat
dipertanggungjawabkan;

bahwa dengan telah ditetapkaanya Peraturan
Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun
2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah;

bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang/'Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi  Ancaman yang  Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
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Keuangan Menjadi UndanglUndang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya
Solok dan Payakumbuh:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114):
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447):

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
27);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera
Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030
(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7
Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2012 Nomor 7);



Memperhatikan

Menetapkan
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19.

. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  (Lembaran Daerah  Kota
Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1.
2.

Daerah adalah Kota Payakumbuh.

Pemerintah ~ Daerah  adalah  Pemerintah  Kota
Payakumbuh.

Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun
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peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfataan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya
disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang
membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan

Pembangunan.

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

Kota Payakumbuh.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut
RPJPD  Tahun  2005-2025  adalah  dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota
Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang
masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022

untuk periode 4 (empat) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang
selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur
Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata

ruang wilayah kota

Rencana  Strategis Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-
2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah
dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat)

tahun
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu) Tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap
misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis,
dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat
dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari
suatu program atau keluaran yang diharapkan dari

suatu kegiatan atau sub-kegiatan.

Strategi adalah langkah - langkah berisikan program -
program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang
ingin dicapai.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan

tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu

program.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai
alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran

(output), hasil (outcome), dampak (impact).

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber
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24.

25.

daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat

terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai
atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam
periode  waktu  tertentu yang  mencerminkan
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam

satu program.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah
berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh

dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi,
baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun
keluaran dan dampak yang tercantum di dalam
dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang

hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023-2026 merupakan Perencanaan

Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat)

tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun
2023-2026.

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh
Walikota Payakumbuh.

PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan
fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan

kewenangan PD.

PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman;
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan
Kebakaran;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

Dinas Ketahanan Pangan;

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Pertanian;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Keuangan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

Inspektorat;

Kecamatan Payakumbuh Utara;

Kecamatan Payakumbuh Barat;

Kecamatan Payakumbuh Timur;

Kecamatan Payakumbuh Selatan;

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan

Kantor Kesbangpol.



BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4
Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota
Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5
Sistimatika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-
kurangnya terdiri dari :
a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

c. permasalahan dan isu strategis Perangkat
Daerah;

d. tujuan dan sasaran;
e. strategi dan arah kebijakan;

f. rencana  program dan = kegiatan serta
pendanaan;

g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

h. Penutup.

Pasal 6
Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus
mempedomani dan mengacu pada :
RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD
Provinsi;
c. RTRW;
d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

dalam Penyusunan Renstra PD.



Pasal 7
Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan
untuk :

a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk
periode lima tahun kedepan;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan
sinergitas pembangunan antar sektor, antar
wilayah, antar fungsi maupun tingkatan
pemerintahan;

c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang

tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8
(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian
dan evaluasi kebijakan Renstra PD
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan
evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana
dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang — undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra
PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan

tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.



Pasal 10
Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana
terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH K AYAKUMBUH,

ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06



KATA PENGANTAR

Puyji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan hidayahnya, pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
dapat disusun. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh periode 2023 - 2026 adalah
panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh sekaligus dapat dijadikan sebagai
bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih
sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah
mendasar yang dihadapi Kota Payakumbuh khususnya di bidang
perencanaan pembangunan daerah.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh mempunyai acuan
umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya masih harus
dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala
prioritas setiap kegiatan dan program Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Payakumbuh lebih konkrit. Demikian Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada

peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, April 2022
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Payakumbuh

~

YASRIZAL,S.Sos,M.Si
NIP.19680307 199009 1 001
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah
yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus mampu
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang
dimiliki oleh tiap daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan
daerah dan nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah
dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjut

Mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir
pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu
daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022
diamanahkan untuk menyusun dokumen teknokratik Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026
yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra
perangkat daerah dan RKPD setiap tahunnya.

Rencana strategis perangkat daerah tahun 2023-2026 dilakukan
dengan pendekatan teknokratik. Rencana Pembangunan Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan
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1.2

pembangunan menengah daerah sebagai landasan dan pedoman
untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan
Daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 tujuannya sebagai
pedoman Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan
dalam menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan
umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas
pembangunan selama empat tahun agar mekanisme perencanaan
dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron

dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah

Landasan Hukum

Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 disusun

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4723);



6.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana
Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Peraturan tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang
Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya

Payakumbuh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);



18.

19.

20.
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23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 79);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 195);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010

Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2010 — 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun
2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah



Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);

25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

27. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian

Tugas Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 63);

28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-
2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03).

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 -
2026 dimaksudkan untuk :

a. Memberikan gambaran yang jelas pencapaian sasaran, strategi
dan arah kebijakan untuk diimplementasikan melalui rencana
program dan kegiatan empat tahunan pada Bappeda Kota

Payakumbuh.

b. Menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara satu program
dan kegiatan pembangunan yang satu dengan yang lain dan

RPD.



Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh tahun
2023 -2026 adalah sebagai berikut:

a. Guna menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik,
selaras dan konsisten untuk memudahkan dalam merumuskan

perubahan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur;

b. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi hasil-hasil perencanaan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara tertib dan

berkesinambungan;

c. Guna menjamin keterkaitan dan  konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian
antara Renstra Bappeda dengan RPD Kota Payakumbuh tahun
2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :
BAB 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kota
Payakumbuh

2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Payakumbuh
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bappeda Kota Payakumbuh

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappeda Kota
Payakumbuh



BAB IV

BAB V

BAB VI
BAB VII
BAB VIII

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh
3.2 Telaahan Visi Misi RPJPD dan dokumen RPD

3.3 TelaahanRenstra K/L dan Renstra Bappeda

Provinsi Sumatera Barat.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .
Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Payakumbuh

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota

Payakumbuh

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota
Payakumbuh

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penutup



BAB 11

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kota
Payakumbuh.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses
pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan
akan menjadi pedoman/acuan bagi pelaksanaan kegiatan
pembangunan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan
diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan akuntabel

(dapat dipertanggungjawabkan).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota
Payakumbuh dalam kedudukannya sebagai unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayan masyarakat
diamanatkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021
tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian
tugas serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
dimana Bappeda memiliki tugas pokok “Membantu tugas Walikota
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di

bidang perencanaan pembangunan daerah”.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang

perencanaan pembangunan daerah;

b. pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang

perencanaan pembangunan daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang perencanaan pembangunan daerah;

d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang

perencanaan pembangunan daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait
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dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka
urusan perencanaan berfungsi untuk menyusun rencana, yang proses
dan produknya ditata dan dirumuskan dengan sistematik berdasarkan
kerangka pemikiran logis dan obyektif. Tugas-tugas perencanaan
pembangunan di Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh

pejabat eselon II b (dua) dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyusunan
Program.
C. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendidikan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan dan
Kependudukan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Sosial.
d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawabhi :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur
dan Penataan Ruang;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan
Wilayah dan Lingkungan Hidup;
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perhubungan,
Komunikasi Informatika dan Kebencanaan.
e. Bidang Ekonomi dan Perencanaan, membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan
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Sumber Daya Alam dan Kerjasama;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan

Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan

Makro;
f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi, membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penelitian dan

Pengembangan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengaduan

dan Evaluasi;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Inovasi dan

Teknologi;
g. UPTD.
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STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH

BADAN PERECANAAN
PEMEANGUNAN DAERATL

SEKFETARIAT

SUE BAGIAN UMUM DAN EEFEGAWALAN

SUE BAGIAN KEUANGAN

KELOMPOK JAEATAN FUNGEIONAL BUE
BUESTANE] PENYUEUNAN PROGRAM

EBIDANG 30O0IAL DAN BUDAYA

EIDANG INFFABTRUKTUE DAN
PENGIMEANGAIN WILAYAI

KELOMPOK JAEATAN FUNGEIONAL SUE
SUESTANE] PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
SUMEELE DAYA MANUSIA

KELOMPOK JAEATAN FUNGEIONAL SUE
SUESTANEI INSFRABTRUKTUE DAN PENATAAN
RUANG

KELOMPOK JABATAN FUNGEIONAL EUE
SUESTANE] KESEHATAN DAN KEPENDUDUKAN

KELOMPOK JABATAN FUNGEIONAL SUE
SUESTANS] PENGEMEANGAN WILAYAH DAN
LINGEKUNGAN HIDUP

KELOMPOK JAEATAN FUNGEIONAL EUE
SUESTANZ] PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN 208IAL

KELOMPOK JABATAN FUNGEIONAL EUE
SUEETANE] PEFHUEUNGAN, KOMINFO DAN
KEEENCANAAN

EIDANG EKONOMI DAN PERENCANAAN MAKROD

KELOMPOK JABATAN FUNGEIONAL BUE
SUBSTANS] PENGIMEANGAN SUMELR DAYA
ALAM DAN EERJAZAMA

EIDANG PEMELITIAN, PENGEMEANGAN DAN
EVALUAEI

KELOMPOK JAEATAN FUNGEIONAL BUE
BUESTANS] PENELITIAN DAN PENGEMBEANGAIN

KELOMPOK JAEATAN FUNGEIONAL BUE
SUESTANE] PINGEMEBANGAN KEWIFAUSAHAAN
DAN EKONOMI KREATIF

KELOMPOK JABATAN FUNGEIONAL SUE
SUBETANS] PENGENDALIAN DAN EVALUAST

KELOMPOK JAEATAN FUNGEIONAL SUE
SUEBSTANSI PERENCANAAN MAKRO

EELOMPOK JAEATAN FUNGEIONAL SUE
SUEESTANEI INOVAEI DAN TEKINOLOGI




Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun

2021 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Bappeda Kota

Payakumbuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

a.

perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang
perencanaan pembangunan daerah;

pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang
perencanaan pembangunan daerah,;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang perencanaan pembangunan daerah;

pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang
perencanaan pembangunan daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan = operasional,

mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan,

evaluasi dan pelaporan, Sekretariat menyelenggarakan fungsi

a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian,

keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

Pengelolaan  urusan umum, kepegawaian, keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum,
kepegawaian, keuangan, serta pengelolaan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;

Pengoordinasian wurusan umum, keuangan, kepegawaian,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
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e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Kelompok

Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyusunan Program.

. Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di

bidang sosial budaya dengan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana dan program Kkerja Bidang Sosial
Budaya;
b. penyelenggaraan kegiatan Bidang Sosial Budaya;

c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial
Budaya,;
d. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sosial Budaya; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
Dalam menjalankan tugasnya, bidang sosial budaya dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendidikan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelompok Jabatan
Fungsional Sub Substansi Kesehatan dan Kependudukan dan
Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan dan

Kesejahteraan Sosial

. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas di bidang Bidang Ekonomi dan Perencanaan
Makro. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ekonomi

dan Perencanaan Makro;

14



b. penyelenggaraan kegiatan Bidang Ekonomi dan Perencanaan

Makro;

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang

Ekonomi dan Perencanaan Makro;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan

Perencanaan Makro; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Ekonomi dan Perencanaan
Makro dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi
Sumber Daya Alam, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi
Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif, Kelompok

Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Makro.

. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas di bidang Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah menyelenggarakan fungsi fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah;

b. penyelenggaraan kegiatan Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;

c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

d. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang infrastruktur dan
pengembangan wilayah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang, Kelompok
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Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Wilayah dan
Lingkungan Hidup, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi

Perhubungan, Komunikasi Informatika.

. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas di bidang Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Evaluasi. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang

Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi;

b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Penelitian,

Pengembangan dan Evaluasi;

c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang

Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian,

Pengembangan dan Evaluasi; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, bidang penelitian, pengembangan
dan evaluasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Sub
Substansi Penelitian dan Pengembangan, Kelompok Jabatan
Fungsional Sub Substansi Pengendalian dan Evaluasi, Kelompok

Jabatan Fungsional Sub Substansi Inovasi dan Teknologi.
. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas teknis Bappeda dapat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Badan sesuai

dengan kebutuhan.
. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan

kebutuhan.Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya
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berada di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab secara

langsung kepada Kepala Badan.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Payakumbuh
A. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda di

dukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari 45 orang.

Tabel 2.1
Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh
Tahun 2021
Uraian Jumlah
Eselon II.b 1
Eselon IIl.a 1
Eselon III.b 4
Eselon IV.a 3
Kelompok Jabatan 12

Fungsional Sub Subtansi

JFT 12
Staf PNS 6
Non ASN 6
JUMLAH 45

Sumber : Bappeda 2021

Berdasarkan Tabel 2.1 keberadaan aparatur Bappeda meliputi
Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Administrator, Pengawas,
Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi, pejabat fungsional dan

Non ASN.

17



Tabel 2.2
Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh
berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021

Uraian Jumlah %
PNS 39 86,66
Non ASN 6 13,33
JUMLAH 45 100

Sumber : Bappeda 2021

Tabel 2.3
Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh
berdasarkan Pangkat/Golongan

Tahun 2021
No Uraian Jumlah
1 | Pembina Utama Muda / IV/c 1
2 | Pembina Tk. 1/ IV/b 2
3 | Pembina / IV/a 6
4 | Penata Tk. 1 / IlI/d 14
S | Penata / Ill/c 6
6 | Penata Muda Tk.I / IlI/b 7
7 | Penata Muda / IlI/a -
8 | Pengatur Tk. 1/ 1I/d 2
9 | Pengatur Muda / II/a 1
10 | Non ASN 6
JUMLAH 45

Sumber : Bappeda 2021

Berdasarkan Tabel 2.3, jumlah terbesar pegawai Bappeda
adalah yang memiliki pangkat Penata Tk. I golongan III/d sebanyak 14
orang, kemudian Penata IlI/c sebanyak 6 orang, Penata Muda Tk.I /

IIl /b 7 orang, Pengatur Tk.I II/d 2 orang, pengatur Muda Il a 1 Orang.
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Tabel 2.4

Data Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh

berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Uraian Jumlah %

1. PNS:

S2 16 36,00

S1 18 40,00

DIII 2 4,00

SLTA 3 7,00
2.Non ASN:

S1 3 7,00

SMA 3 7,00

JUMLAH 45 100

Sumber : Bappeda 2021

Berdasarkan Tabel 2.4,
Bappeda berpendidikan S1, sebanyak 36,00% dengan pendidikan S2,
sisanya adalah D.IV, D.IIl dan SLTA. Selain PNS, juga terdapat 6

orang Non ASN dengan tugas sebagai programmer, tenaga kebersihan,

penjaga malam dan sopir.

B. Aset Tetap

Sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagaimana tertera pada

sebanyak 40,00%

dari

Tabel 2.5
Tabel 2.5
Daftar Inventaris Bappeda Tahun 2021
NO Uraian Satuan Jumlah
1 | Gedung kantor Unit 1
2 | Genset Unit 1
3 | Kendaraan Roda Empat Unit 6
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NO Uraian Satuan | Jumlah
4 | Kendaraan Roda Dua Unit 24
S | Penyemprot Mesin Unit 1
6 | Alat Penyiang Tanaman Unit 1
7 | Mesin Tik Unit 1
8 | Filling Besi/Metal Buah 3
9 | Filling Kabinet Buah 9
10 | Finger print Unit 1
11 | Rotary filling Buah 1
12 | Lemari Kaca Buah 31
13 | Lemari Gantung Buah 2
14 | Papan Nama Instansi Buah 1
15 | Papan data Buah 2
16 | Pompa air Unit 1
17 | Laser point Buah 2
18 | Brankas 70 kg Buah 1
19 | Lemari Kayu Buah 6
20 | Lemari Buku Buah 3
21 | Lemari Buah 2
22 | Meja Arsip Buah 1
23 | Meja Rapat Buah 8
24 | Meja Biro Buah 11
25 | Meja 2 Biro Buah 33
26 | Meja Kerja Buah 3
27 | Meja Kerja Y2 Biro Buah 1
28 | Meja Komputer Buah 3
29 | Meja Direksi Buah 1
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NO Uraian Satuan | Jumlah
30 | Kursi Direksi Buah 1
31 | Kursi Kerja Buah 8
32 | Sofa Set 3
33 | Karpet Buah 1
34 | Hekter tembak Buah 1
35 | Vacuum Cleaner Set 1
36 | AC Unit 13
37 | Kursi Putar Buah 6
38 | CCTV Unit 1
39 | TV Unit 3
40 | Tangga Buah 1
41 | Wireless Set 2
42 | UPS Unit 18
43 | Stabilizer Unit p.
44 | Tabung Pemadam Buah 1
45 | Jaringan Komputer Set 2
46 | Jaringan Speedy Set 1
47 | Digital Receiver Unit 1
48 | PC Unit 30
49 | CPU Unit 1
50 | Lemari Arsip Buah 2
51 | Monitor Unit 2
52 | Laptop Unit 16
53 | Notebook Unit 16
54 | Printer Unit 29
55 | Hardisk Eksternal Unit 5
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NO Uraian Satuan | Jumlah
56 | Scanner Unit 1
57 | Rackmount Buah 1
58 | Server Unit 3
59 | Kelengkapan Jaringan Set 3
60 | Kelengkapan Komputer Set 4
61 | LCD Proyektor Unit 4
62 | Proyektor Unit 1
63 | Microfon Meja Set 1
64 | Faximili Unit 2
65 | Camera Digital Set 2
66 | Layar Projector Set 4
67 | Whiteboard Buah 1
68 | Kursi tunggu Buah 2
69 | PABX Set 1
70 | Kursi tunggu Buah 2

Sumber: Bappeda 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

Berdasarkan kewenangannya, Bappeda sebagai lembaga teknis
perencana dengan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, memberikan

pelayanan sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan

Kebijakan yang dirumuskan mencakup pembangunan di
bidang sosial budaya, ekonomi dan perencanaan makro,
infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang penelitian,

pengembangan dan evaluasi dalam bentuk:

a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah;
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b. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan
daerah;

c. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan;

d. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;

e. Pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan
kawasan strategis;

f. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan dan penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran di

bidang sosial budaya, ekonomi dan perencanaan makro,

infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang penelitian,

pengembangan dan evaluasi.

. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi

Bimbingan, konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan mencakup

bidang bidang sosial budaya, ekonomi dan perencanaan makro,

infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang penelitian,

pengembangan dan evaluasi, berkaitan dengan:

a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan daerah;

b. Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

c. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan
antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan
swasta, dalam dan luar negeri;

d. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;

e. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;

f. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat

tumbuh dan kawasanstrategis.
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4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua bidang meliputi:

a.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah;

Pelaksanaan  pemantauan, pengendalian dan = evaluasi

pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;

. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan

lingkungan perkotaan;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;

Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Capaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh pada periode Rencana

Strategis 2017 - 2022 dapat dilihat dari Tabel 2.6.
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Tabel 2.6

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi
Bappeda

Target
di akhir
Periode
Renstra

(2022)

Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Rasio Capaian (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

Kete
rang

an

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Persentase Pagu
Belanja
Langsung

dalam RKPD
yang
mengakomodir
usulan

masyarakat

31.23%

33.08%

33.11%

31.23%

33.08%

33.11%

100.00%

100.00%

100.00%

Persentase Pagu
Belanja dalam
RKPD yang
mengakomodir
usulan

masyarakat

17.00%

17.50%

18.00%

17.14%

20.91%

100.82%

119.49%

Persentase
konsistensi
program RKPD
terhadap
program

RPJMD

98,80%

94.08%

92.24%

88.76%

97.04%

98.20%

98,80%

100.00%

92.24%

88.76%

100.00%

108.11%

106.29%

100.00%

100.00%

103.05%

110.09%

Nilai evaluasi
AKIP komponen

perencanaan

29

28

29

24.04

85.86%
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Iacikos Target Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Indikator Kinerja Rasio Capaian (%)
Kinerja sesuai di akhir Kete
No Tugas dan Periode rang
Fungsi Renstra 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 an
Bappeda (2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Persentase
Indikator
3 RPJMD yang 97,22% 83.29% | 78.57% | 89.88% | 91,67% | 93,39% | 97,22% 83.29% 77.38% 77.38% 83.44% 93.39% 97.63% 88.15% 86.52% 91.02% 100.00%
tercapai atau
melebihi target
Nilai evaluai
AKIP komponen 20 - - - - 18 20 1 — - - 11.51 L - - - 63.94%
capaian kinerja
Skor
yang
dise
paka
ti
untu
k
nilai
Hasil Penilaian AKIP
4 AKIP Bappeda A BB BB A A A A A A A AA AA 125.00 125.00 100.00 120% 120% yaitu
oleh Inspektorat 1
untu
k
nilai
C,2
untu
k
nilai
CC,
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Iacikos Target Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Indikator Kinerja Rasio Capaian (%)
Kinerja sesuai di akhir Kete
No Tugas dan Periode rang
Fungsi Renstra 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 an
Bappeda (2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3
untu
k
nilai
B, 4
untu
k
nilai
BB,
5
untu
k
nilai
A
dan
6
untu
k
nilai
AA

Persentase hasil
kelitbangan
yang dijadikan 113.640

5 95,00% 80.00% | 85.71% | 90.91% | 85,00% | 90,00% | 95,00% 80.00% 85.71% 90.91% 84.62% 90.00% 133.33% 114.28% 99.55% 100.00%

dasar dalam %
perumusan
kebijakan
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Indikator Target Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Indikator Kinerja Rasio Capaian (%)
Kinerja sesuai di akhir Kete
No Tugas dan Periode rang
Fungsi Renstra 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 an
Bappeda (2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Indeks Inovasi
8500 - - - - 8200 8500 - - - - 14087 - - - - 171.79%

Daerah
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Kinerja pelayanan Bappeda seperti yang terdapat pada tabel 2.6

di atas didukung dengan alokasi anggaran Bappeda sebagai berikut :
- Tahun 2017 Rp. 5.631.010.130,-
- Tahun 2018 Rp. 3.709.533.961,-
- Tahun 2019 Rp. 3.635.298.061,-
-  Tahun 2020 Rp. 6.108.377.004,-
-  Tahun 2021 Rp. 6.661.381.083,-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota

Payakumbuh

Tantangan  pengembangan  pelayanan  Bappeda  dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik

pada tingkat daerah maupun nasional;

b. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih
terkendala dengan ketersediaan data dan informasi yang belum

memadai Perangkat Daerah;

c. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan, belum di implementasikan

secara optimal;

d. Rendahnya pemahaman dan animo Perangkat Daerah dalam
memanfaatkan dokumen-dokumen perencanaan dan kajian-
kajian yang telah dilaksanakan sebagaii dasar dalam pengambilan
keputusan terkait dengan perencanaan pembangunan di masa

mendatang;

e. Perlunya penyusunan ulang target dan indikator kinerja agar
dapat lebih terukur dan memancing tumbuhnya inovasi dalam

bidang perencanaan;

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi

peluang adalah sebagai berikut:
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan pelaksanaannya,
yang mengamanatkan antara lain hirarki perencanaan, dimana
Bappeda memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dalam

proses pembangunan;

Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh yang cukup
baik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, dimana memberikan kesempatan berprakarsa seluas-
luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

Adanya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan
perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu komponen
penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah;

Tuntutan stakeholder akan produk perencanaan, pengendalian,
dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan, dan
partisipatif:

Kemajuan teknologi informasi yang memberikan kemudahan

untuk mengakses informasi secara lebih luas;

Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam

tahapan proses perencanaan pembangunan.
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i. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi
perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik

(Good Governance)

31



BAB 111

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Bappeda Kota Payakumbuh

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat daerah, Bappeda dengan tipe A,
di samping melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Bappeda
juga bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi penunjang
penelitian dan pengembangan. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004
tentang SPPN, Bappeda memiliki peranan yang sangat strategis

diantaranya :
1. Menyelenggarakan koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas, baik
antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun

antara Pusat dan Daerah;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyaraat;

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai perencana pembangunan
daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam merumuskan strategi
pembangunan daerah sekarang dan kedepannya dengan mengacu
pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 disamping
memperhatikan kondisi riil daerah kebutuhan maupun aspirasi

masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan
berkaitan dengan belum  optimalnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu:
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Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;

2. Capaian realisasi target kinerja pembangunan daerah belum
dapat tercapai secara maksimal;

3. Dokumen perencanaan pembangunan belum sepenuhnya
dijadikan pedoman oleh perangkat daerah;

4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan daerah;

5. Masih belum semua target program pembangunan yang sudah

direncanakan dapat direalisasikan.

3.2 Telaahan Terhadap Visi dan Misi RPJPD dan Telahaan Terhadap
RPJPD DAN RPD Tahun 2023 - 2026

Visi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif
yang diinginkan dapat dicapai oleh warga Kota Payakumbuh pada 20
tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan
memperhatikan kondisi umum kota dewasa ini, prediksi untuk 20
tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang
berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian,
visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang
diharapkan akan dapat dicapai oleh Kota Payakumbuh di masa
mendatang Visi pembangunan diformulasikan dalam bentuk yang
ringkas dan singkat, tapi padat, sehingga mudah difahami dan diingat
oleh seluruh lapisan masyarakat. Bila masyarakat sudah memahami
dan mengingat visi tersebut, maka diharapkan akan dapat
mempedomaninya dalam pelaksanaan kegiatan mereka sehari-sehari.
Bila hal ini dapat diwujudkan, diharapkan partisipasi masyarakat
dalam  menggerakkan dan = sekaligus mengawasi  kegiatan
pembangunan daerah akan dapat pula dioptimalkan sehingga
terwujud keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah
daerah, peranan masyarakat, dan dunia usaha dalam menggerakkan

proses pembangunan daerah secara keseluruhan

Maka Visi Jangka Panjang Kota Payakumbuh periode 2005-2025 dapat

dirumuskan sebagai berikut:
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“Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan

Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”

Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya kondisi yang harus
dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat dicapai
dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah
dewasa ini. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya
utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi
yang telah ditetapkan semula. Misi pembangunan daerah dalam
RPJPD Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2025 ditetapkan

sebagai berikut:

1 Mewujudkan tata  kehidupan beragama dan  berbudaya
berdasarkan falsafah: ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah”;

2  Mewuyjudkan tata pemerintahan daerah yang baik,
demokratis,berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara
partisipatif;

3  Mewuyjudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui
perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan
kesejahteraan sosial,;

4  Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia
global;

S  Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan
berkualitas

6  Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau

dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan

Misi untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik
merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat
mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata.
Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi
demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum,
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transparan,
pengawasan
masyarakat serta bebas dari Korupsi,
Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola

pemerintahan daerah yang efektif,

menerapkan

sistem perencanaan,

efisien,

penganggaran dan
secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi

Kolusi dan Nepotime (KKN).

bersih dan berwibawa

serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan

pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

Berdasarkan sasaran jangka menengah Rencana Strategis Bappeda

Kota Payakumbuh Tahun 2023 -

2026,

fungsi pada sebagaimana tabel berikut

terdapat beberapa faktor

No | Permasalahan Pelayanan Faktor
Bappeda Penghambat Pendorong

1 Perencanaan daerah belum | Kompetensi Memiliki ASN
sepenuhnya terukur untuk | sumber daya | dengan jabatan
mewujudkan kesejahteraan | perencana masih | fungsional
masyarakat dan pelayanan | kurang perencana  dan
publik yang berkualitas peneliti

2 Ketercukupan akan sarana | Beberapa sarana | Penggunaan
dan prasarana guna | dan  prasarana | sarana prasarana
mendukung pelayanan | pendukung yang | yang sudah tidak
kepada Perangkat Daerah | masih layak | layak dipaksakan
maupun internal kurang | dilakukan sehingga
memadahi pemeliharaan hasilnya kurang

dengan baik. optimal

3 Belum optimalnya | Koordinasi dan | Lambatnya
keselarasan dokumen | sinkronisasi responPD
perencanaan dan | dengan PD sinkronisasi
penganggaran daerah antar
antara RKPD dengan
RPJMD, renstra dengan
renja, renstra dengan
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RPJMD
4 | Belum optimalnya kualitas | Pelaksanaan Data PD yang
evaluasi hasil | evaluasi lambat
pembangunan daerah pembangunan dikoordinasikan
dilaksaakan ke Bappeda
rutin tiap tahun
5 Belum optimalnya data | Dipersiapkannya | Dukungan data
sebagai penunjang | sistem data | dari PD yang
perencanaan terpadu lemah

3.3 Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait

Sebagai bagian dari Sistim Perencanaan Nasional, Bappeda Kota

Payakumbuh ikut

Kementerian

Ada 3

Kementerian PPN /Bappenas yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil

dan mempercepat kemajuan Indonesia;

2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif

dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas,

akuntabel, efektif dan efisien

Berdasarkan hal tersebut, maka visi Kementerian Bappenas

2020-2024 adalah:

(tujuan)

mendukung pencapaian tujuan utama dari

PPN /Bappenas.

tujuan

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan

kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2020-2024 adalah sebagai

berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan

pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan

kesejahteraan bangsa;
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2. Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
yang efektif dan efisien.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang
dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan
nasional jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN 2020-
2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN 2005-2025
yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan 2020-
2024 dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional).
Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dapat tercapai
melalui pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Setiap Agenda
Pembangunan memiliki sasaran, indikator dan target pembangunan
sampai dengan akhir tahun 2024. Dalam melaksanakan agenda
pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024 ditetapkan pula
41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Major Project merupakan
proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk
mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional

Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan
nasional, maka Kementerian PPN/Bappenas penetapan dukungan
pengarustamaan (mainstreaming) di dalam RPJMN 2020-2024 yang
terdiri atas 4 (empat) pengarustamaan sebagai bentuk pendekatan
inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang
berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh
pembangunan sektor dan wilayah untuk mewujudkan masyarakat
yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarustamaan tersebut
adalah:

1. Pembangunan Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan
kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas
lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif
dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan
kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Gender, yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan

perspektif gender di dalam pembangunan yang bertujuan untuk
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4.

mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-

laki maupun perempuan.

. Modal Sosial dan Budaya, yang dimaksudkan sebagai strategi

internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai
kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Transformasi Digital, yang terus mengalami perkembangan,
khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek
kehidupan, sehingga perlu penyelarasannya dengan pembangunan
nasional.

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian

PPN/Bappenas serta mendukung pembangunan nasional berjalan

dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi

Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian PPN/Bappenas

2020-2024 mencakup S5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan

berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/

Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya.

Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

1.

Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan
bukti (evidence based planning). Perencanaan inovatif adalah
perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan
sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta
menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang
ditetapkan dapat tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk
memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang
dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan
memberikan akses partisipasi kepada publik. Perencanaan
berbasis bukti (evidence based planning) merupakan pendekatan
proses perencanaan dengan memrioritaskan intervensi yang
terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid serta hasil
studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi
peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan

kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak.
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Perencanaan berbasis bukti diharapkan dapat memberi hasil
maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional
secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses
pembangunan Salah satu permasalahan utama dalam proses
pembangunan pada periode sebelumnya (2015-2019) adalah tidak
berjalannya proses pengendalian pembangunan berdasarkan
rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Oleh karena
itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian
PPN/Bappenas akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya
untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disusun dan
disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang
tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan
pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk memastikan agar
pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan
dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian
PPN/Bappenas diharapkan ke depannya mampu menjadi
pendorong percepatan pembangunan nasional bersama-sama
dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai enabler
pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang
lebih inovatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan
pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna mendukung proses
perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga
berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang
terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki
kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan

percepatan pembangunan.
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4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang
Geopark, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.
Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk
melaksanakan Prioritas Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16
Destinasi Pariwisata Geopark; dan dalam Agenda 7: Memperkuat
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,
khususnya pada: (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama
Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama Selatan-
Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan
Perencanaan dan Penganggaran.

5. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai
lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan
kredibel. Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang
dilakukan pada periode ini diprioritaskan untuk menjadikan
Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D dalam
melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di
Indonesia. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif
dan inklusif berbasiskan bukti (evidence based planning), maka
perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat
maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan
perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP),
pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan
teknologi daring dan platform online.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penataan ruang wilayah Kota Payakumbuh bertujuan untuk

mewujudkan

“Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, produktif dan

berkelanjutan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa
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regional yang didukung pengembangan sentra industri dan

pariwisata”.

Berdasarkan arahan struktur pemanfaatan ruang di dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2002-2017,
Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan
Lokal (PKL) dengan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) dan Kota Bukittinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Payakumbuh berfungsi
sebagai:
a) Pusat pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan lokal yang
berorientasi pasar wilayah dari beberapa kecamatan.

b) Simpul jaringan transportasi lokal.

c) Pelayanan jasa-jasa pemerintahan dan kemasyarakatan dari

beberapa kecamatan.

d) Fungsi khusus dalam mendorong perkembangan sektor strategis

atau kegiatan khusus lainnya di wilayah kabupaten sekitarnya.

Penyusunan RTRW Kota Payakumbuh dilakukan untuk
memenuhi  kaidah-kaidah  perencanaan seperti keselarasan,
keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam
lingkup kotadengan memperhatikan wawasan perlindungan

lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah.
Telaahan RTRW ini berguna untuk:
* Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota;

* Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan

wilayah sekitarnya;
* Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030
menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), penyusunan Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan
keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan
lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan

strategis kota.

Penerapan Kajian Lingkungan Hidup  Strategis (KLHS)
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
menimbulkan implikasi bagi jajaran pemerintah baik di tingkat
nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Salah satu implikasi
yang perlu mendapat perhatian di daerah adalah menyangkut
kapasitas dan kesiapan dalam tataran kebijakan dan perencanaan.
Untuk mengintegrasikan KLHS sebagai pengejawantahan prinsip dan
mekanisme pembangunan berkelanjutan, dalam seluruh tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana dibutuhkan
keterkaitan dan sinkronisasi antara RTRW,RPJPD, dan RPJMD. Hal
ini bertujuan agar penerapan KLHS sebagai amanat Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2009 dapat dilakukan dengan lebih praktis dan
aplikatif baik ditinjau dari sisi proses maupun efektifitas waktu dan

pendanaan.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Permasalahan dan uraian sebelumnya dapat
ditentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi Bappeda Kota Payakumbuh adalah:
1. Belum optimalnya kualitas perencanaan

Dalam konteks pembangunan, tahap perencanaan merupakan
bagian hulu yang sangat menentukan ke mana arah pembangunan
akan bermuara, sehingga kualitas dokumen perencanaan memiliki

kontribusi terhadap keberhasilan/kegagalan suatu pembangunan
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yang direncanakan. Adapun kelemahan - kelemahandalam

penyusunan dokumen perencanaan yang kerap terjadi meliputi

1) Adanya intervensi kepentingan individu/golongan sehingga
perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan, bukan hal

yang diperlukan ,

2) kurangnya jumlah SDM yangmemiliki kompetensi dalam

perencanaan pembangunan,

3) belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan o

Hal tersebut mengakibatkan struktur kinerja anggaran dalam
dokumen perencanaan tidak jelas antara input, output dan
outcome. Kemudian sulit melihat relevansi antara input-output-
outcome dan outcome terhadap kebutuhan / permasalahan, serta
informasi kinerja (indikator dan sasaran kinerja output dan
outcome) tidak jelas dan sulit diukur.Perencanaan pembangunan di
Kota Payakumbuh sampai sejauh ini masih belum optimal, hal ini
dapat dilihat dari masih belum sinkronnya perencanaan jangka
panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD),
belum sinkronnya perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah

serta belum terupdatenya data-data pembangunan.
. Belum optimalnya tingkat capaian kinerja pembangunan

Siklus dalam sistem perencanan pembangunan adalah tahap
penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dokumen
perencanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan. evaluasi
dalam perencanaan pembangunan adalah suatu penilaian objektif
dan sistematis dalam proses perumusan kebijakan yang digunakan
sebagai acuan untuk melaksanakan suatu program pembangunan.
Dalam perspekti perencanaan pembangunan, evaluasi merupakan
bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus
perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh saat ini masih

belum optimal dalam melaksanakan hasil evaluasi dari pelaksanaan

43



dokumen rencana, setiap tiga bulan perangkat daerah belum rutin
melaporkan hasil pelaksanaan DPA kepada Bappeda dan sering kali
hasil evaluasi baru dilaporkan pada saat akhir tahun, hal ini
mengakibatkan tidak dapat mengetahui kebijakan yang telah di
rumuskan sudah sesuai atau belum karena tidak adanya evaluasi
tersebut. Sering kali Perangkat Daerah pada saat menyampaikan
hasil evaluasi hanya berupa laporan hasil evaluasi output kegiatan
dan realisasi anggaran bukan hasil kinerja program (outcome)

bahkan sasaran (impact).
. Belum optimalnya kualitas kelitbangan

Kondisi yang dihadapi saat ini antara lain yaitu belum
dimanfaatkannya hasil-hasil penelitian, belum adanya kajian/riset
sebagai bahan kajian perencanaan pembangunan daerah, belum
dikelolanya data dan informasi tentang hasil-hasil penelitian dan
pengembangan dengan baik dan benar, terbatasnya SDM di bidang
penelitian dan pengembangan, Untuk mencapai harapan tersebut,
diperlukan inovasi dan kreativitas yang terstruktur dan bersinergi
antara stakeholders tersebut dalam kajian perencanaan

pembangunan daerah
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017, Pasal 47 (1)
Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah terpilih dilantik. (2) Penyusunan rancangan awal
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi
dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
Mempedomani Inmendagri no 70 Tahun 2021 tentang penyusunan
Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan
masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Pemerintah
Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan
berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen
teknokratik Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang
menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat

daerah dan RKPD setiap tahunnya.

Suatu perencanaan yang tepat dilakukan dengan berdasarkan
pada data dan informasi yang akurat dan faktual, valid dan akuntabel,
yaitu dengan mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang
dimiliki daerah tersebut. Di dalam proses penyusunan perencanaan
tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji berbagai
indikator perkembangan di daerah diantaranya pertumbuhan ekonomi,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, tingkat
pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya dan
yang paling penting adalah kondisi keuangan daerah. Perencanaan
pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya koordinasi,
sinkronisasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan

nasional. Sebab capaian tujuan pembangunan daerah harus
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mempunyai sifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara
menyeluruh sehingga dapat dipastikan perencanaan pembangunan
harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Hal ini bertujuan untuk membangun daerah yang lebih baik dengan
tetap memperhatikan segala sesuatu yang ada dalam daerah dengan
begitu semua sumber daya yang ada akan dapat di manfaatkan.
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

memperhatikan;

1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas

nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;

2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD

Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025;

3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD

Kabupaten/Kota Tahun 2017- 2022;

4) RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi

Tahun 2023-2026;
5) Isu-isu strategis yang berkembang;
6) Kebijakan nasional;
7) Regulasi yang berlaku;

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota
Payakumbuh tahun 2023- 2026 sebagai dokumen perencanaan
teknokratis dengan memperhatikan input perencanaan yaitu hasil
evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah, kebijakan
nasional dan daerah serta isu global yang tertuang dalam isu strategis

daerah.

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap
penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda
Kota Payakumbuh. Sesuai dengan tugas pokok Bappeda yaitu
membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka
tujuan jangka menengah Bappeda yaitu:
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1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Terwujudnya perencanaan yang berkualitas;
3. Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan
inovatif;
4.2 Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Payakumbuh

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata,
spesifik, terukur dalam  kurun  waktu = tahunan secara
berkesinambungan selaras dengan tujuan. Sasaran jangka menengah

yang ingin dicapai Bappeda Kota Payakumbuh adalah:
1. Meningkatnya kualitas perencanaan.

2. Meningkatnya capaian indeks inovasi penyelenggaraan pemerintah

daerah

Sasaran jangka menengah Bappeda Kota Payakumbuh dapat
dilihat pada Tabel 4.1 berikut:
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Tabel 4.1

TABEL TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPEDA

Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun Periode

Indikator Capaian Target RED
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Tujuan 2021 2022
2023 2024 2025 2026
Terwujudnya pemerintah Nilai
1 yang efektif, efisien dan Evaluasi
akuntabel AKIP Kota (A)
Meningkatnya Indeks kualitas
2 ol perencanaan = - 90.00% 90.50% 91.00% 91.50%
perencanaan
Meningkatnya Kategori tingkat inovasi
capaian indeks daerah
Sangat
3 inovasi - - Inovatif Inovatif Inovatif
Inovatif

penyelenggaraan

pemerintahan daerah




TABEL 5.1

BABV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Payakumbuh

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota
Payakumbuh harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta
rencana program prioritas dalam RPD Kota Payakumbuh yang terkait

dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Payakumbuh.
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TABEL 5.1

TABEL TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

RENSTRA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 - 2026

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Terwujudnya pemerintah
yang efektif, efisien dan

akuntabel

Meningkatnya kualitas

perencanaan

Meningkatkan partsipasi dan peran

serta perencanaan pembangunan

daerah

Optimalisasi pelaksanaan sistem
perencanaan pembangunan

sesuai aturan yang berlaku

Menyelaraskan perencanaan

pembangunan daerah

Meningkatkan Penyediaan dan
Pemutakhiran Data dan
Informasi Pembangunan melalui
penguatan sistem informasi
perencanaan pembangunan

daerah

Mendorong Peningkatan Integrasi
dan Sinkronisasi antara
perencanaan, penganggaran dan
pengendalian pembangunan
melalui pemanfaatan Teknologi

informasi




Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas sistem
perencanaan yang komprehensif
dan terintegrasiantara hulu dan

hilir (Perencanaan dan Evaluasi)

Meningkatkan kualitas
penetapan kebijakan
pembangunan melalui
peningkatan kapasitas SDM
BAPPEDA

Meningkatnya capaian indeks
inovasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Mengoptimalkan pengembangan dan
penelitian serta inovasi daerah dalam

pelayanan publik

Meningkatnya Penguatan Sistem

Inovasi Daerah (SiDa)




BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran atau tujuan. Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang
pada satu atau lebih unit kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan mengerahkan
sumber daya (sumber daya manusia), peralatan, teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai

keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.
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Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Indikato
H K_mer_]a s Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026
Tujuan / Data Kondisi Kinerja
Sasaran Pendanaan Pada
Program / Akhir Periode
Tujuan Sasaran dan Program Renstra Lokasi
Kegiatan (outcom Capa Tar,
e)dan | “°P v Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
kegiatan
( output Ta:u Ts;:'lu
) Targ Targ Targ Targe Targe
e - (Rp) ot (Rp) ot (Rp) t (Rp) . (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Terwuj Meningka
udnya tnya
pemerin | kualitas
tah perencan
yang aan
efektif,
efisien
dan
akunta
bel
PROGRAM Nilai 87.8 89.0 89.5 90.7 91.0 91.2 90 Kota
PENUNJAN IKM 2 (o] o 11,400,414 5 11,944,697 (V] 11,636,965 5 11,623,012 11,623,012 | Payaku
G URUSAN ,193 ,685 ,196 ,317 ,317 mbuh
PEMERINT
AHAN
DAERAH
KABUPATE
N/KOTA
Nilai AA A A A A A A
evaluasi
AKIP
Bappeda
oleh
Inspekto
rat
Perencanaan | Persenta 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Kota
s se 0% 0% 0% 93,262,550 0% 97,715,131 0% 95,197,686 0% 95,083,542 0% 95,083,542 Payaku
Penganggara | capaian mbuh
n, dan kinerja




Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Indikato
r Kinerja s Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026
Tujuan / Data Kondisi Kinerja
Sasaran Pendanaan Pada
Program / AKkhir Periode
Tujuan Sasaran dan Program Renstra Lokasi
Kegiatan (outcom c T
e)dan | TEPE | TR Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
kegiatan
( output Ta:u T:-:m
)
2021 | 2022 | Ta® | (gp) | T2 | (gp) | THE | (grp) |TES| (Rrp) |THES| (mp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Evaluasi program
Kinerja /
Perangkat kegiatan
Daerah
Persenta 100.0 | 100.0 | 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
se 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
sasaran,
progam
dan
kegiatan
Renja
Bappeda
yang
selaras
dengan
Renstra
Bappeda
Administrasi | Persenta 95% 97.20 95% 95% 95% 95% 95.00 Kota
Keuangan se % 9,748,308,3 10,213,716, 9,950,579,3 9,938,648,4 % 9,938,648,4 | Payaku
Perangkat capaian 96 341 04 24 24 mbuh
Daerah realisasi
keuanga
n
program
kegiatan
Administrasi | Persenta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0 Kota
Kepegawaia se tertib 99,461,400 104,209,929 101,525,15 101,403,42 0% 101,403,42 Payaku
n Perangkat administ 8 8 8 mbuh
Daerah rasi
kepegaw
aian
perangka




Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Indikato
r Kinerja s Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026
Tujuan / Data Kondisi Kinerja
Sasaran Pendanaan Pada
Program / Akhir Periode
Tujuan Sasaran dan Program Renstra Lokasi
Kegiatan (outcom c T
e)dan | TEPE | TR Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
kegiatan
( output Ta:u T:-:m
)
2021 | 2022 | Ta® | (gp) | T2 | (gp) | THE | (grp) |TES| (Rrp) |THES| (mp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
t daerah
Administrasi | Persenta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0 Kota
Umum se 822,463,20 861,729,598 839,528,76 838,522,16 0% 838,522,16 Payaku
Perangkat layanan 5 9 2 2 mbuh
Daerah umum
Bappeda
sesuai
standar
Pengadaan Persenta 25% 80% 80% 80% 80% 80% 80.00 Kota
Barang Milik | se 120,000,00 125,729,092 122,489,922 122,343,05 % 122,343,05 Payaku
Daerah kondisi 0 (0} 3 3 mbuh
Penunjang sarana
Urusan dan
Pemerintaha | prasaran
n Daerah a kantor
dalam
kondisi
baik
Penyediaan Persenta 100% | 100% | 100% 100% 100% 100% 100.0 Kota
Jasa se 183,428,64 192,185,971 187,234,66 187,010,16 0% 187,010,16 Payaku
Penunjang layanan 2 4 7 7 mbuh
Urusan umum
Pemerintaha | Bappeda
n Daerah sesuai
standar
Pemeliharaa Persenta 100% 80% 80% 80% 80% 80% 80.00 Kota
n Barang se 333,490,00 349,411,623 340,409,69 340,001,54 % 340,001,54 Payaku
Milik Daerah | kondisi 0 5 0 0 mbuh
Penunjang sarana
Urusan dan




Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Indikato
r Kinerja s Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026
Tujuan / Data Kondisi Kinerja
Sasaran Pendanaan Pada
Program / Akhir Periode
Tujuan Sasaran dan Program Renstra Lokasi
Kegiatan (outcom c T
e)dan | TEPE | TR Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
kegiatan
( output Ta:u T:-:m
)
2021 | 2022 | Ta® | (gp) | T2 | (gp) | THE | (grp) |TES| (Rrp) |THES| (mp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pemerintaha | prasaran
n Daerah a kantor
dalam
kondisi
baik
PROGRAM Nilai 24,0 29 25.0 Kota
PERENCAN evaluasi 4 (/] 967,490,65 25.5 1,013,681, 26.0 | 987,565,44 26.5 | 986,381,33 | 26.50 | 986,381,33 | Payaku
AAN, AKIP 4 0 010 o 1 o 6 6 mbuh
PENGENDA kompon
LIAN DAN en
EVALUASI perenca
PEMBANGU naan
NAN
DAERAH
Nilai 11.5 20
evaluasi 1 13.0 13.5 14.0 14.5 14.5
AKIP o 0 o o 0
kompon
en
capaian
kinerja
Penyusunan Persenta 108,1 98,80 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Perencanaan | se 1% % 0% 470,795,84 0% 493,272,778 0% 480,564,54 0% 479,988,33 0% 479,988,33
dan konsiste 0 (0} 73 7
Pendanaan nsi
program
RKPD
terhadap
program
RPD




Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Indikato
r Kinerja s Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026
Tujuan / Data Kondisi Kinerja
Sasaran Pendanaan Pada
Program / Akhir Periode
Tujuan Sasaran dan Program Renstra Lokasi
Kegiatan (outcom c T
e)dan | TEPE | TR Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
kegiatan
( output Ta:u T:-:m
)
2021 | 2022 | Ta® | (gp) | T2 | (gp) | THE | (grp) |TES| (Rrp) |THES| (mp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persenta 20,91 | 18,00 | 18.50 19,00 19,50 20,00
se Pagu % % % % % % 20,00
Belanja %
dalam
RKPD
yang
mengako
modir
usulan
masyara
kat
Analisis Persenta 92.50 | 98.50 | 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
Data dan se % % % 230,345,67 % 241,342,938 % 235,125,19 % 234,843,27 % 234,843,27
Informasi tingkat 5 4 6 6
Pemerintaha | ketersedi
n Daerah aan data
Bidang pembang
Perencanaan | unan
Pembangun daerah
an Daerah
Pengendalia Persenta 90.32 | 93.55 | 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55
n, Evaluasi se PD % % % 47,998,960 % 50,290,547 % 48,994,906 % 48,936,161 % 48,936,161
dan yang
Pelaporan mencapa
Bidang itarget
Perencanaan | kinerja
Pembangun tahunan
an Daerah rata-rata
minimal
90%




Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Indikato
r Kinerja s Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026
Tujuan / Data Kondisi Kinerja
Sasaran Pendanaan Pada
Program / AKkhir Periode
Tujuan Sasaran dan Program Renstra Lokasi
Kegiatan (outcom c T
e)dan | TEPE | TR Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
kegiatan
( output Ta:u T:-:m
)
2021 | 2022 | Ta® | (gp) | T2 | (gp) | THE | (grp) |TES| (Rrp) |THES| (mp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persenta | 96.20 97.00 97,25 97,50 97,75
se data % 96,84 % % % % 97,50
capaian % %
kinerja
PD yang
akuntab
el
Implementas | Persenta - - 71,43 71,43 71,43 71,43 Kota
i Sistem se % 218,350,17 % 208,774,747 % 222,880,80 % 222,613,56 | 71,43 | 222,613,56 | Payaku
Informasi impleme 9 0 3 % 3 mbuh
Pemerintaha | ntasi
n Daerah di SIPD
Bidang sesuai
Pembangun tahapan
an Daerah perencan
aan
Tingkat 100% | 100% 100% 100% 100% 100%
Aksebilta
s Data




Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Indikato

r Kinerja s Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026

Tujuan / Data Kondisi Kinerja

Sasaran Pendanaan Pada
Program / Akhir Periode

Tujuan Sasaran dan Program Renstra Lokasi
Kegiatan (outcom c T
e)dan | TEPE | TR Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
kegiatan
( output Ta:u T:-:m
)
2021 | 2022 | Ta® | (gp) | T2 | (gp) | THE | (grp) |TES| (Rrp) |THES| (mp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningka | PROGRAM Persenta 108. 98.8 100. 100. 100. 100. 100. Kota
tnya KOORDINA se 11% 0% 00% | 351,615,91 00% | 368,402,90 00% | 358,911,70 00% | 358,481,36 00% | 358,481,36 | Payaku
capaian SI DAN konsiste (4] 8 6 6 6 mbuh
kinerja SINKRONIS nsi
pembang ASI program
unan PERENCAN RKPD

AAN terhadap
PEMBANGU program
NAN (RPJMD)
DAERAH RPD
Koordinasi Persenta 45.10 | 44.17 | 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Perencanaan | se hasil % % 0% 294,249,49 0% 308,297,676 0% 300,354,97 0% 299,994,84 0% 299,994,84
Bidang koordina 0 1 1 1
Pemerintaha | si
n dan pengend
Pembangun alian
an Manusia yang
ditindakl
anjuti
bidang
sosial
budaya
Persenta 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
se PD 0% 0% 0% 0% 0%
yang
telah
memiliki
dokumen
perencan
aan yang
baik,
konsiste




Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Indikato
r Kinerja R Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026
Tujuan / Data Kondisi Kinerja
Sasaran Pendanaan Pada
Program / AKkhir Periode
Tujuan Sasaran dan Program Renstra Lokasi
Kegiatan (outcom
e)dan
kegiatan
( output

Capa Targ
ian et
Tahu Tahu

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

n n
Tar; Tar; Tar, Targe Targe
2021 | 2022 | ToYE (Rp) v (Rp) oF (Rp) o (Rp) & (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

n dan
selaras
bidang
sosial
budaya

Koordinasi Persenta 28.96 | 27.90 | 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Perencanaan | se hasil % % 0% 11,912,860 0% 12,481,609 0% 12,160,044 0% 12,145,464 0% 12,145,464
Bidang koordina
Perekonomia | si

n dan SDA pengend
(Sumber alian
Daya Alam) yang
ditindakl
anjuti
bidang
ekonomi

Persenta 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Kota
se PD 0% 0% 0% 0% 0% Payaku
yang mbuh
telah
memiliki
dokumen
perencan
aan yang
baik,
konsiste
n dan
selaras
bidang
ekonomi




Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Tujuan

Sasaran

Program
dan
Kegiatan

Indikato
r Kinerja
Tujuan /
Sasaran
/
Program
(outcom
e)dan
kegiatan
( output

Kodisi Awal
Data

Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026

Tahun 2023

Tahun 2024

Tahun 2025

Tahun 2026

Kondisi Kinerja
Pendanaan Pada
AKkhir Periode
Renstra

Targ
et

(Rp)

Targ
et

(Rp)

Targ
ot (Rp)

Targe
o (Rp)

Targe
= (Rp)

Lokasi

3

4

7

8

9

10

11 12

13 14

15 16

17

Koordinasi
Perencanaan
Bidang
Infrastruktu
r dan
Kewilayahan

Persenta
se hasil
koordina
si
pengend
alian
yang
ditindakl
anjuti
bidang
Bidang
Infrastru
ktur dan
Kewilaya
han

100.0
0%

45,453,560

100.0
0%

47,623,623

100.0
0% 46,396,691

100.0
0% 46,341,061

100.0
0%

Persenta
se PD
yang
telah
memiliki
dokumen
perencan
aan yang
baik,
konsiste
n dan
selaras
bidang
Infrastru
ktur dan
Kewilaya
han

100.0
0%

100.0
0%

100.0
0%

100.0
0%

100.0
0%

Kota
Payaku
mbuh




Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Indikato
r Kinerja s Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026
Tujuan / Data Kondisi Kinerja
Sasaran Pendanaan Pada
Program / AKkhir Periode
Tujuan Sasaran dan Program Renstra Lokasi
Kegiatan (outcom c T
e)dan | TEPE | TR Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
kegiatan
( output Ta:u T:-:m
)
2021 | 2022 | Ta® | (gp) | T2 | (gp) | THE | (grp) |TES| (Rrp) |THES| (mp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningka PROGRAM Persenta 90.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
tnya PENELITIA se Hasil 0% 0% 0% 245,648,81 0% 257,376,68 0% 250,745,85 0% 250,445,21 0% 250,445,21
capaian N DAN kelitban (4] 1 9 2 2
indeks PENGEMBA gan
inovasi NGAN yang
penyeleng | DAERAH dijadika
garaan n dasar
pemerinta dalam
han perumus
daerah an
kebijaka
n
Penelitian Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 Kota
dan dokumen doku doku doku 26,599,900 doku 27,869,844 doku 27,151,830 doku 27,119,275 doku 27,119,275 Payaku
Pengembang | penelitia men men men men men men men mbuh
an Bidang n bidang
Sosial dan sosial
Kependuduk | dan
an kependu
dukan
yang
disusun
Penelitian Jumlah 1 1 1 1 i 1 1 Kota
dan dokumen doku doku doku 30,598,010 doku 32,058,833 doku 31,232,898 doku 31,195,450 doku 31,195,450 Payaku
Pengembang | penelitia men men men men men men men mbuh
an Bidang n bidang
Ekonomi ekonomi
dan dan
Pembangun pembang
an unan
yang
disusun




Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Indikato
r Kinerja s Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 -2026
Tujuan / Data Kondisi Kinerja
Sasaran Pendanaan Pada
Program / AKkhir Periode
Tujuan Sasaran dan Program Renstra Lokasi
Kegiatan (outcom c T
e)dan | TEPE | TR Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
kegiatan
( output Ta:u T:-:m
)
2021 | 2022 | Ta® | (gp) | T2 | (gp) | THE | (grp) |TES| (Rrp) |THES| (mp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengembang | Persenta 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota
an Inovasi se 188,450,90 197,448,004 192,361,13 192,130,48 192,130,48 Payaku
dan perangka 0 1 7 7 mbuh
Teknologi t daerah

yang

difasilita

si dalam

penerapa

n inovasi

daerah

12,965,169 13,584,158 13,234,188 13,218,320 13,218,320

Total ,567 ,285 ,202 ,231 ,231




BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bappeda Kota Payakumbuh yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPD merupakan indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Payakumbuh
selama empat tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026. Dengan demikian,
indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan

keberhasilan sasaran atau kegiatan

TABEL INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RDP 2023 - 2026

KOTA PAYAKUMBUH
No Indikator Kondisi Kineja Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
pada awal Periode Kinerja pada
RPD 2023-2026 akhir
Kota periode
Payakumbuh RPDT 2023 -
Capaian | Target | 2023 2024 2025 2026 2026 Kota
Tahun Tahun Payakumbuh
2021 2022
Indeks
1 kualitas - - 90% 90,5% 91% 91,5% 91,5%
perencanaan
Kategori
tingkat Sangat Sangat
2 - - inovatif | inovatif | inovatif
inovasi inovatif inovatif
daerah
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TABEL KINERA INDIKATOR LAINNYA

YANG MENJADI URUSAN PERANGKAT DAERAH

Kondisi Kineja pada

Kondisi

Kinerja pada

akhir
awal Periode RPD
Target Capaian Setiap Tahun periode RPD | Keterangan
2023-2026 Kota
2023 -2026
No Indikator Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Capaian Target
Tahun Tahun 2023 2024 2025 2026
2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nilai evaluasi AKIP
1 Bappeda oleh AA A A A A A A
Inspektorat




BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026
memiliki makna yang straregis dalam menjaga kesenambungan proses
perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026. Renstra
diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan
program kerja tahunan Bappeda Kota Payakumbuh yang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2026. Perlu komitmen yang
kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program
pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan dan isu

strategis terkini.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh
ditentukan oleh kesiapan lembaga, ketatalaksanaan, sumber daya
manusia, sumber pendanaan serta komitmen semua unsur. Hal yang
tidak kalah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Renstra adalah
evaluasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dari rencana
strategis yang akan dilaksanakan setiap tahun, serta sosialisasi
dokumen Renstra ini kepada seluruh pegawai, mitra dan pemangku

kepentingan di lingkungan Bappeda Kota Payakumbuh
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POHON KINERJA BAPPEDA 2022

l

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN

IK: Nilai evaluasi AKIP komponen
perencanaan

l

MENINGKATNYA PERENCANAAN YANG
PARTISIPATIF

IK: Persentase pagu belanja dalam RKPD yang
mengakomodir usulan masyarakat

MENINGKATNYA PERAN
SERTA MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN

MENINGKATNYA PERAN
FASKEL PERENCANA

IK: Persentase faskel yang

IK: Persentase masyarakat yang menyampaikan laporan tepat

menyampaikan usulan dalam
musrenbang kota

waktu

{

1A !

i

MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

IK: 1. Persentase keselarasan dokumen perencanaan
2. Persentase konsistensi program RKPD terhadap
program RPIMD

MENINGKATNYA
KONSISTENSI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

IK: Persentase PD dengan
konsistensi program Renja PD
terhadap program Renstra PD

3 I i

( MENING Y4 MENINGKAT ) rMENINGKATNVA\ 4 MENINGKAT ) (" *MENINGKAT ) rMENINGKATNVA\ 4 MENINGKAT ) (w\
KATNYA NYA AKSES PEMAHAMAN NYA NYA PERAN PEMANFAATAN NYA KUALITAS [KOORDINASI
KEHADI MASYARAKAT PESERTA PEMAHAMAN FASKEL DALAM SISTEM DATA DAN ANTAR BIDANG

RAN PADA APLIKASI E MUSRENBANG FASKEL MUSRENBANG INFORMASI INFORMASI DENGAN PD
MASYARA MUSREN TERHADAP PERENCANA KELURAHAN PERENCANAAN PERENCANAAN
KAT DALAM "BANG PROSES PERENCA TERHADAP SESEAEAR PEMBANGUNAN IK :Persentase PD
e BANG TERHADAR telah memiliki
MUSREN NAAN PROSES ) IK: Persentase Y a1
BANG KOTA PERENCANAAN K: Persentase IK: Persentase ketersediaan data
SEER S IK: Persentase : PERENCANAAN faskel perencana faat e 2 perencanaan yang
vane Ik: Persentase P kae"!an aatan dan informasi baik, selaras dan
IK: Jumlah o 8 yang aplikasi terintegrasi perencanaan konsisten
umla mengakses aplikasi pemahaman K: Persentase memfasilitasi
kehadiran musrenbang peningkatan
at peserta emahaman musrenbang
masyaraka musrenbang P kelurahan

l

MENINGKATNYA KUALITAS
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

IK: Persentase indikator RPJMD yang tercapai
atau melebihi target

l l

MENINGKATNYA PENGENDALIAN
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH

MENINGKATNYA KOORDINASI
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

IK : Persentase hasil koordinasi

K : Persentase PD dengan capaian kinerja baik pengendalian yang ditindaklanjuti

J/—I—\L

MENINGKATNYA
PENGENDALIAN ATAS

MENINGKATNYA MENINGKATNYA

PENGENDALIAN CAPAIAN PENGENDALIAN
DEVIASI REALISAS| KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN
TERHADAP TARGET
KINERJA PADA SETIAP IK : Persentase capaian Ik: Jumlah koordinasi
TAHAPAN kinerja program pengendalian yang

ditindaklanjuti
IK: Persentase deviasi + 10%

MENINGKATNYA

MENINGKATNYA

N N\ AN J

PELAPORAN PENGENDALIAN
CAPAIAN
CAPAIAN KINERJIA
KINERJA PD AT AM

KEGIATAN DAN

IK: Persentase SUBKEGIATAN

PD yang
menyampaikan
laporan capaian
kinerja triwulan

tepat waktu

—

IK: Persentase
capaian kinerja
kegiatan dan
subkegiatan

—




( )

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS LAYANAN
PEMERINTAHAN

IK : Nilai evaluasi AKIP Kota

. J

!

(MENINGKATNVA CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN\

IK: 1. Indeks perencanaan pembangunan
2. Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja

- J

l

MENINGKATNYA KUALITAS KELITBANGAN

IK: Indeks inovasi daerah

l

MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL

KELITBANGAN
IK: Persentase hasil kelitbangan yang menjadi dasar IK: Persentase PD yang difasilitasi dalam
kebijakan penerapan inovasi

|
| | l | | l

MENINGKATNYA KEGIATAN \ MENINGKATNYA JUMLAH MENINGKATNYA INOVASI MENINGKATNYA IMPLEMENTASI MENINGKATNYA KUALITAS
KELITBANGAN DI KOTA REKOMENDASI HASIL PERANGKAT DAERAH KEBIJAKAN INOVASI DAERAH DATA DUKUNG INOVASI
PAYAKUMBUH KELITBANGAN DAERAH
IK: Jumlah inovasi perangkat IK: Jumlah inovasi daerah terapan
IK: Jumlah kegiatan kelitbangan IK: Jumlah rekomendasi daerah yang difasilitasi IK: Persentase PD yang memiliki
di Kota Payakumbuh hasil kelitbangan yang data dukung inovasi yang

ditindaklanjuti lengkap

( MENINGKAT Y4 MENINGKAT ) (MENINGKATNV\ ( MENINGKAT N ( MENINGKAT N MENINGKAT ) (" MENINGKAT N\ ( MENINGKAT ) 4 ) 4 )
NYA NYA KEGIATAN AKUALITAS NYA NYA LAYANAN NYA NYA DAMPAK NYAJUMLAH MENINGKAT MENINGKAT
KERIASAMA KELITBANGAN DESIMINASI PENELAAHAN KLINIK INOVASI KEDALAMAN INOVASI INOVASI YANG NYA KINERJIA NYA
KELITBANGAN ASN KOTA TERHADAP DAERAH INOVASI PD I T MENJADI TIM INOVASI PEMANFAATAN
DENGAN PAYAKUMBUH IK: Jumlah HASIL K : Jumlah PRIORITAS PERANGKAT TEKNOLOGI
PERGURUAN rekomendasi KELITBANGAN IK : Jumlah IK: Jumlah pénerima e DAERAH INFORMAS|
TINGGI/LEMBA IK: desiminasi hasil layanan yang inovasi daerah manfaat inovasi 1K1 : Jumlah AL
GA PENELITIAN 1. Jumlah hasil kelitbangan IK: 1. Jumlah dilaksanakan yang daerah inov'asi an IK : Persentase PENDATAAN
kelitbangan dari yang hasil mendapatkan didukunyalegh PD dengan data INOVASI
O " Tubel ditindaklanjuti kelitbangan nominasi tingkat . afan dukung inovasi DAERAH
pritonyrs 2. Jumlah hasil yang dianalisis propinsi/ erffri roh yang lengkap
i || ettbangan dari 2. Jumiah nasional pemerint I Persertse
emerintah Kota i i Inovasi aigital
i fupneé:il;ila\ g labat 2. Jumlah g
2.Jumlah Penelitian yang ungsional yan,
iakukan oo Peguran \_ PAN ) gslona yane anggaran yang
penelitian N l ‘ mendukung
vang lokusnya di Kota analisis \ ) \ ) . S \ / \ )
Payakumbuh inovasi prioritas
3.3umiah zin kelitbangan —
yang diberikan

— —



N\

( MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERIA\

BAPPEDA

IK : Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh

Inspektorat

J

N\

f MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN \

INTERNAL BAPPEDA

IK: Nilai IKM

Supporting Indikator Nilai IKM Kota

J

l

l

l

MENINGKATNYA FASILITAS
LAYANAN UMUM BAPPEDA

IK1: Persentase layanan umum
Bappeda sesuai standar
IK2: Persentase kondisi sarana dan
prasarana kantor dalam kondisi
baik

MENINGKATNYA KUALITAS SDM BAPPEDA

IK1: Persentase pemenuhan ASN Bappeda sesuai
dengan Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja
IK2 : Persentase ASN yang hadir tepat waktu
IK3 : Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya

lengkap

IK4: Persentase pengurusan KGB ASN tepat waktu
IK5 : Persentase ASN yang mengikuti
Bimtek/Diklat/Sosialisasi/dsb

Meningkatnya kualitas
dokumen pelayanan
publik Bappeda

IK: Persentase
ketersediaan dokumen

pelayanan publik Bappeda
sesuai standar

Meningkatnya capaian
kinerja keuangan
Bappeda

IK1 : Persentase capaian
realisasi keuangan program
dan kegiatan Bappeda
2: Persentase realisasi
keuangan terhadap aliran kas

FI—¢

( MENINGKAT \

NYA PENGELOLAAN
SARANA DAN
PRASARANA
BAPPEDA

IK: Jumlah Barang Milik
Daerah (BMD), barang
persediaan yang dicatat
IK: Jumlah Kartu
Inventaris, Buku
Inventaris, Daftar
Pengadaan, Laporan
pengguna BMD, laporan
barang persediaan yang
dibuat

IK: Jumlah Barang Milik
Daerah (BMD), barang
persediaan yang
divalidasi melalui
rekosnsiliasi

—

(14 MENINGKAT\

IK: Jumlah surat
keluar dan masuk
yang
diagendakan,
didistribusikan
dan diarsipkan

( MENINGKAT \

NYA LAYANAN NYA NYA KUALITAS
umum PENGELOLAAN sDm
BAPPEDA KEPEGAWAIAN PERENCANA
BAPPEDA BAPPEDA

( MENINGKAT \

IK: Jumlah rekap
absen pegawai
yang dibuat

IK: Jumlah
administrasi
dokumen (SK,
KGB dsb)
kepegawaian
yang dibuat

IK: Jumlah data
jabatan yang
direkapitulasi

IK: Persentase
pelatihan/Bimtek
/Diklat/sosialisasi
yang diikuti SDM

Perencana
Bappeda

—

MENINGKAT
NYA
PENYUSUNAN
DOKUMEN
PELAYANAN
PUBLIK BAPPEDA

IK: Jumlah bahan
penyusunan dokumen
pelayanan publik (SOP,
5P, SKM) yang
dikumpulkan

K : Jumlah SOP yang
dihimpun

K Jumlah draft
Standar Pelayanan yang
dibuat

IK: Jumlah Kuesioner
SKM yang dibagikan dan
diolah

IK: Jumlah Draft
Laporan SKM yang
dibuat

—

MENINGKATNYA
PENGELOLAAN KEUANGAN
BAPPEDA

IK: Jumlah SPP dan SPM yang dibuat dan
diajukan dan Jumlah GU yang diproses
IK: Jumlah rincian objek, buku bantu,
laporan fungsional pada SIPKD yang
dicetak dan jumlah BKU yang dientri ke
aplikasi

IK: Jumlah SPJ yang diverifikasi,
disahkan, diregister, dipilah dan
disusun

IK: Jumlah Arsip/dokumen keuangan
yang dikumpulkan dan ditata

IK: Jumlah bukti penyetoran dan
penerimaan yang dicatat dan dikelola
IK: Jumlah laporan
pertanggungjawaban, laporan realisasi
anggaran dan laporan keuangan yang
dibuat

—

( MENINGKAT \

NYA
KEPATUHAN
DALAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
ASET

IK: Persentase
TLHP yang
diselesaikan

(Supporting

Indikator Opini



